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l. UMUM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan
kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka
peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit,
dan pemulihan kesehatan.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung
jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang
menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan
jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin
beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan Iluas wilayah,
kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit,

pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan
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teknologi.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin akses
masyarakat  terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan  yang
diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka perlu
mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran
jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan
Pemerintah.

Materi muatan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagai berikut:

a. jenis dan tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b penentuan jenis dan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

e pembinaan dan pengawasan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “tempat praktik mandiri tenaga
kesehatan” adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki
kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung
kepada pasien/klien.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pusat kesehatan masyarakat”

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang


http://www.peraturan.go.id

N0.5942

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “klinik” adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
dan/atau spesialistik.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rumah sakit” adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “apotek” adalah sarana pelayanan
kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “unit transfusi darah” adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “laboratorium kesehatan” adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan
yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal
dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau
masyarakat.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “optikal” adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi,
pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kedokteran
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untuk kepentingan hukum” adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang memberikan pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum yang meliputi pelayanan kedokteran
forensik klinik, patologi forensik, laboratorium forensik, dan

dukungan penegakan hukum.

Huruf j

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tradisional” adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan
kesehatan tradisional komplementer.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional didirikan secara
mandiri  maupun  berkelompok yang dimiliki oleh

perseorangan atau badan hukum.

Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki tingkatan

pelayanan antara lain berupa klinik dan rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” antara lain

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan yang bersifat nasional atau merupakan rujukan nasional.
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